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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama yang mendukung
terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan aman yang mana dapat dilihat dengan
terjaminnya keamanan dan penagakkan hukum yang baik dan benar. Kejahatan
merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya di
negara ini sendiri, yaitu Indonesia, kejahatan terjadi dimana saja baik kota besar
maupun kota kecil. Kejahatan ini merupakan masalah yang cukup kompleks dan
banyak dijumpai oleh masyarakat dan pihak aparat penegak hukum. Semakin hari
masalah kejahatan yang terjadi mengalami peningkatan yang signifikan, masalah
kejahatan ini diperkirakan meningkat karena kebutuhan masyarakat yang semakin
mahal sedangkan terjadinya angka pengangguran yang cukup tinggi yang membuat
seseorang melakukan perbuatan kejahatan atau kriminalitas demi kelangsungan

hidupnya.

Kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini sangat beragam
jenisnya. Mulai dari kasus kejahatan yang menjadi gangguan keamanan dan
ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian, narkoba, pembunuhan,
pemerkosaan, dan masih banyak lagi perbuatan kejahatan yang sering terjadi.
Diantara tindak kejahatan diatas, kejahatan yang paling sering kita jumpai adalah
tindakan pencurian yang mana tindakan pencurian ini sangat meresahkan
kehidupan masyarakat dan tidak hanya itu pencurian banyak juga yang disertai

dengan tindakan kekerasan, atau bahkan pembunuhan. Pencurian bukan hanya



dapat mengakibatkan hilangnya harta benda tetapi kemungkinan terburuknya

adalah pencurian juga dapat membahayakan nyawa korban.

Pencurian yang sering terjadi ini seringkali menimbulkan keresahan
terhadap warga karena, warga menganggap bahwa pencurian adalah hal yang
sangat merugikan bagi mereka karena pencurian tidak hanya mengambil harta
benda saja tetapi juga dapat membahayakan nyawa mereka. Untuk itulah keamanan
sebuah negara adalah yang paling terpenting dan terutama agar terwujudnya negara
yang aman dan tentram. Jaminan keamanan yang diberikan oleh negara kepada
masyarakatnya adalah jaminan system hukumnya di negara tersebut, dimana
sistem hukum yang baik akan memperlihatkan bahwa hukum di negara tersebut
berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya aturan hukum dalam sebuah negara.
Contohnya di Indonesia, yaitu seperti apparat polisi yang dalam tugas nya menjaga
ketertiban negara dengan baik dan benar sesuai aturan yang dibuat maka,
masyarakat dapat melihat bahwa hukum di Indonesia telah berjalan sesuai dengan
tujuan dibuatnya hukum. Jadi hal tersebut dapat membuat masyarakat percaya
kepada system hukum di Indonesia sudah baik dan tegas demi kepentingan hidup

bersama.

Diperlukannya aturan hukum di suatu negara berfungsi untuk mengatur
hubungan antara manusia dengan manusia yang lain agar hubungan antara manusia
dalam suatu negara dapat berjalan dengan baik dan tertib. Oleh karena itu, tujuan
hukum tercipta bagi suatu negara adalah demi tercapainya kedamaian bagi semua
orang yang perwujudannya dilakukan dengan cara pemberian kepastian hukum dan
keadilan hukum untuk masyarakat. Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan

hukum sesuai porsinya, artinya hukum hanya diberikan kepada seseorang yang



telah membuat atau mengakibatkan terjadianya suatu tindakan yang mengganggu
ketidaktertiban di kehidupan masyarakat, yang dimana hukum itu sendiri
merupakan akibat dari perbuatan yang dilanggar atau dilawan, sehingga tidak
sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh negara, yang dimana aturan
tersebut seharusnya dilaksanakan dengan tegas, agar hukum di Indonesia dpat

berjalan sesuai tujuan pembuatannya.

Hukum Indonesia sendiri sudah mengatur ketentuan mengenai tindakan
pencurian, dengan menyertakan pengertian pencuriannya juga yang terdapat dalam
KUHP pada Pasal 362. Tujuan dirancangnya Pasal ini adalah agar masyarakat
mengetahui apa akibat hukum yang harus mereka tanggung apabila tindakan
pencurian ini dilakukan. Dalam menegakkan peraturan perundang-undangan
terdapat aparat penegak hukum vyaitu polisi yang bertugas sesuai kewajiban
utamanya yaitu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dimana
hal ini dapat membuat masyarakat merasa aman dan dilindungi oleh hukum dari
perbuatan-perbuatan atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, yang salah

satunya adalah perbuatan tindak pidana pencurian.

Apabila dikaji dari prespektif KUHP maka tindak pidana pencurian
(diefstal) termasuk diklarifikasikan ke dalam “kejahatan yang ditujukan terhadap
hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik.'?> Sedangkan, dikaji dari
prespektif doktrin, perumusan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok ini

terdiri dari unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif.? Yang dimaksud dengan
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unsur-unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil (wegnemen) suatu benda
(enig goed), sifat benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
dan unsur-unsur subjektif terdiri atas adanya maksud (oogmerk) dari si pembuat,

ditujukan untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk).*

Dewasa ini masalah dalam proses penegakkan hukum semakin sering
bermunculan, berbagai pertanyaan dari masyarakat, dan juga pertanyaan dari
kalangan intelektual, yang mengakibatkan dipertanyakannya institusi penegak
hukum, salah satu contonya adalah kasus seorang buruh tani yang berusia 19 tahun
bernama Aspuri. Karena perbuatannya, Aspuri dilaporkan oleh pemilik kaus
tersebut kepada pihak kepolisian yang berwajib dengan tuduhan pencurian dan
diancam pidana dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman
hukuman paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Padahal sebetulnya kaus yang disangkakan dicuri oleh Aspuri itu sudah tidak
terpakai oleh pemiliknya, lalu kaus tersebut dijadikan kain lap oleh pembantu
pemilik rumah tersebut lalu setelah kaus itu dinilai tidak layak lagi digunakan,

maka kaus itu dibuang oleh salah satu pembantunya di pagar rumah tersebut.

Dalam KUHP Pasal 362, dengan jelas telah diatur mengenai larangan dan
akibat hukum dari tindak pidana pencurian dimana dalam ini telah diuraikan
dengan jelas tindakan yang dilarang vyaitu pencurian, dan sanksi atau
pertanggungjawaban hukum yang harus diterima apabila telah melakukan tindakan
pencurian yang deliknya sesuai dengan Pasal 362 KUHP. Berikut isi Pasal 362

KUHP yang menyatakan, “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang
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seluruhnya atau sebagian kepunyakan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling

lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan baru dapat
dikatakan sebagai sebuah tindak pidana pencurian apabila objek yang dicuri
tersebut mempunyai pemilik, yang artinya suatu objek yang tidak mempunyai
pemilik tidak dapat dijadikan sebagai objek tindak pidana pencurian. Seseorang
dikatakan mencuri apabila ia telah memiliki niat dan telah melakukan perbuatan
awal untuk memiliki barang tersebut secara melawan/melanggar hukum.
Melawan/melanggar hukum di sini diartikan sebagai perbuatan yang dikehendaki
tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang
yang diambilnya adalah milik orang lain. Hal ini dapat diartikan bahwa siapapun
yang melakukan tindak pidana pencurian ia akan mendapatkan hukuman seperti
yang telah diatur dalam Pasal ini juga, artinya ia dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Kesenjangan hukum jelas terlihat dimana Aspuri harus mendekam selama
3 bulan di sel tahanan, untuk menunggu jalannya proses penyidikan atas perbuatan
yang ia lakukan tetapi adalah merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan
rumusan delik Pasal 362 KUHP. Dimana seseorang dikatakan mencuri apabila
telah selesai melakukan perbuatan mengambil dimana ia dapat melakukan segala
macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan

perbuatan lain terlebih dahulu.



Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda
bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda
tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari
benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang
berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang
kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda

yang bergerak dan berwujud saja.

Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda
yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi
objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan

antara;

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut Res Nullius,

seperti batu di sungai.

2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu
dilepaskan, disebut Res Derelictae. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di

kotak sampabh.

Fakta hukum yang terjadi saat ini adalah hukum yang masih berat sebelah,
hukum di Indonesia masih tumpul ke atas tetapi tajam kebawah. Yang dimaksud
lalah penegakkan hukum di Indonesia tidak adil bagi rakyat kecil. Sedangkan
penegakkan hukum yang seharusnya adalah menjunjung tujuan hukum yang antara

lain dituliskan oleh Radbruch yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.



1.2. Rumusan Masalah

Apakah penetapan kasus tersangka Aspuri sejak ditingkat penyidikan

melakukan perbuatan pencurian Pasal 362 KUHP sudah sesuai dan tepat?
1.3. Tujuan Penelitian
a. Tujuan Akademik

Untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Strata Satu.
b. Tujuan Praktis

Penulisan skripsi ini dibuat agar pembaca dapat mengetahui dan memahami
apakah penetapan status tersangka terhadap Aspuri yang menyatakan
bahwa perbuatan Aspuri adalah perbuatan pencurian sesuai Pasal 362

KUHP sudah tepat

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah agar dapat eningkatkan kemampuan dalam
berfikir dan menambah wawasan terkait tentang penerapan teori yang

sebelumnya diperoleh dari mata kuliah

1.5. Metoda Penelitian Hukum

a. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah
Yuridis Normatif yang artinya adalah penelitian yang bersifat dogmatik dan
dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan dan menggunakan pendekatan

studi pustaka.



b. Pendekatan Masalah

Tipe pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Historical Approach. Pendekatan Historical Approach adalah
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang dan

perkembangan peraturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

c. Sumber Hukum
Sebagai pelengkap dan penunjang dalam penelitian ini, bahan hukum yang

digunakan yaitu;
1. Sumber hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
yang mempunyai otoritas terdiri dari: Peraturan Perundang-Undangan;
risalah pembuatan Undang-Undang; dan putusan pengadilan atau

yurisprudensi. Dalam hal ini bersumber dari KUHP.

2. Sumber Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berhubungan erat
dengan hukum primer karena bersifat menjelaskan sehingga membantu
proses pemahaman dan analisa, antara lain berupa literatur, doktrin,
pendapat para sarjana, asas-asas, dan yurisprudensi.

d. Langkah Penelitian
1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini terdiri dari 3 langkah
pengumpulan yaitu inventaris, kualifikasi, dan sistematis. Inventaris adalah
langkah mencari dan mengumpukan bahan hukum sesuai rumusan masalah.
Kualifikasi adalah langkah memilah-milah bahan hukum sesuai dengan

kebutuhan pembahasan penelitian. Sistematis adalah langkah membaca



bahan hukum harus secara sistematis,yaitu sesuai urutan hierarki

perundang-undangan.

2. Langkah Analisa

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif/doctrinal
sehingga metode yang digunakan adalah metoda/silogisme deduksi.
Metoda ini dilakukan dengan melakukan penarikan kesimpulan dari
keadaan yang umum menjadi khusus, atau penemuan yang khusus dari yang
umum. Dalam penelitian ini, saya menggunkana penafsiran outentik dan
penafsiran sistematis. Penfasiran outentik adalah penafsiran yang pasti
terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu
sendiri. sedangkan Penafsiran Sistematis adalah penafsiran yang melihat
susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada
didalam undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lain untuk

memperoleh pengertian yang lebih valid

1.6. Pertanggungjawaban Sitematika

Pertanggungjawaban sitematika dalam penulisan ini memuat uraian keseluruhan
yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami
dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini. Pertanggungjawaban

sistematika tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

BAB |; PENDAHULUAN, Bab ini merupakan langkah awal penulisan dengan
mengemukakan beberapa pendapat penulis mengenai bagaimana kondisi hukum
yang sedang terjadi di Indonesia, di dalam bab ini juga diuraikan beberapa jenis

kejahatan yang dianggap meresahkan masyarakat. Selain itu bab ini juga berisi



pembahasan mengenai tujuan dibuatnya hukum yang dimana hukum itu dianggap
sebagai penertib kehidupan masyarakat. Dalam bab ini dimuat juga secara singkat
mengenai latar belakang tentang terjadinya kasus pencurian yang disangkakan
kepada Aspuri yang karena tuduhan tersebut Aspuri harus mendekan selama 3
bulan di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sebenarnya
tidak ia lakukan. Dimana obyek pencuriannya tidak sesuai dengan perumusan hak
milik dan tidak sesuai dengan unsur delik dalam Pasal 362 KUHP. Dalam bab ini
juga dibuat pengertian Res Nullius dan Res Derelictae yang bebagi sifat benda
menjadi 2 berdasarkan sifat kepemilikannya. Hal-hal ini akan menjadi pokok
permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan masalah. Bab ini dilanjutkan
dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan metode penelitian yang

menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif;

BAB II; TINDAK PIDANA PENCURIAN BESERTA OBYEKNYA

bab ini terbagi dalam dua sub bab;

I1.1. Pengertian, Hakekat dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.

Dalam sub bab berisi mengenai penjelasan dari pengertian suatu tindak pidana,
disertai pula pengertian perbuatan pidana yang dimana akan masuk ke dalam pokok
pembahasan yaitu mengenai pengertian tindak pidana pencurian baik pengertian
dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun pengertian tindak pidana
pencurian menurut para ahi hukum. Selain itu bab ini juga membahas dan
menguraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian yang terdapat dalam
Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, tetapi dalam sub bab ini hanya akan

dibahas lebih lanjut mengenai pencurian Pasal 362 saja yang akan dibahas mulai
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dari pelaku pencurian sebagai subjek hukum, pelaporan tindak pidana, objek
pencurian, status tersangka pelaku tindak pidana, dalam sub bab ini juga dibahas
mengenai tata cara yang benar yang seharusnya dilakukan oleh penyidik dalam

proses penyidikan.

11.2. Obyek Tindak Pidana Pencurian Beserta Karakteristiknya

Dalam sub bab kedua, dibahas mengenai pentingnya objek pencurian dalam tindak
pidana pencurian, dibahas juga mengenai pengertian objek yang terdapat dalam
buku Il KUHPerdata, juga dibahas mengenai pembagian objek menurut sifatnya,
Selain itu dalam sub bab ini juga dibahas mengenai nilai ekonomis suatu objek, hak
milik (eigendom) terhadap suatu objek, dalam sub bab ini dibahas juga mengenai
objek yang dari sifat kepemilikannya terdiri dari 2 sifat yaitu objek Res Nullius dan

Res Derelictae, yang akan dijelaskan karakteristiknya dari objek tersebut.
BAB I11; ANALISA KASUS ASPURI TERKAIT OBYEK PENCURIANNYA,
bab ini terbagi dalam dua sub bab;

I11.1. Kronologi Kasus

Dalam sub bab pertama berisi urutan peristiwa atau kronologi yang menyebabkan
terjadinya suatu peristiwa, dimana kronologi ini berisi timeline atau urutan kejadian
yang berawal dari bagaimana kasus ini terjadi, perbuatan apa yang dilakukan oleh
Aspuri, sampai pada mengapa pemilik rumah mengatakan bahwa Aspuri mencuri
barangnya, lalu proses pelaporan oleh Dewi sebagai pemilik barang kepada pihak
kepolisian sampai pada proses penyidikan di kantor polisi yang dilakukan oleh

penyidik, yang membuat Aspuri mendekan di tahanan selama 3 bulan lamanya.
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111.2. Analisa Kasus Aspuri Sebagai Tindak Pidana Pencurian Pasal 362

KUHP

Dalam sub bab kedua ini berisi analisa kasus atas penyidikan perbuatan yang
dilakukan oleh Aspuri pada tingkat kepolisian yang penyidikannya dilakukan oleh
polisi dengan cara intrograsi tersangka, pencarian saksi, dan pencarian bukti yang
dapat mendukung perbuatan pencurian yang dituduhkan terhadap Aspuri, yang
dimana penyidikan oleh polisi ini bertujuan untuk mencari fakta actual apakah
benar telah dilakukannya sebuah perbuatan tindak pidana pencurian oleh Aspuri

yang telah melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP.
BAB IV; PENUTUP,
Bab ini terbagi dalam dua sub bab;

Kesimpulan, yang berisi uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang

dikemukakan dalam rumusan masalah.

Saran, merupakan rekomendasi ke depan untuk masalah-masalah hukum,
mengingat hukum bersifat prespektif yang membutuhkan masukan untuk ius

constituendum.
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